
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi 

pelapor tindak pidana penyalahagunaan narkotika yaitu pihak 

Kepolisian memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dengan 

merahasiakan identitasnya dan tidak menghadirkan saksi dalam 

pemeriksaan ataupun dalam persidangan, untuk menghindari ancaman 

yang akan terjadi jika saksi diketahui identitasnya oleh pihak 

tersangka, agar saksi pelapor masih tetap merasa aman dalam 

menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut. 

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap 

saksi pelapor seharusnya dihilangkan agar perlindungan dan kemanan 

yang diberikan oleh pihak kepolisian akan lebih maksimal untuk 

menjamin perlindungan yang seharusnya. Para saksi dan korban 

merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh 

pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi 

dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu 

pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat 

diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan 

korban. Proses pengajuan permohonan hingga di setujuinya 

permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan 

korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk 

mendapat perlindungan dari pihak berwajib. Hal ini lah yang sering 
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menjadi penyebab saksi dan korban merasa enggan untuk meminta 

perlindungan dari pihak berwajib dan memilih untuk diam. Hambatan 

yang begitu banyak untuk membuat perlindungan hukum terhadap 

saksi dan korban agar menjadi terealisasi menjadi baik seperti yang 

ada dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.. 

B. Saran 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan seharusnya 

lebih konsisten yang diberikan oleh pihak berwajib agar masyarakat 

menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan tindak pidana 

narkotika yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Kerjasama 

antara masyarakat dan pihak yang berwajib sangat membantu dalam 

mengurangi tindak pidana nanrkotika ini, dan untuk mencapai 

kerjasama yang baik antara keduanya para pihak harus memiliki saling 

kepercayaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing 

2. Edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban 

harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani 

untukmelaporkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan 

penjelasan mengani perlindungan saksi dan korban terutama yang di 

daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau 

memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut. 

3. Dalam perlindungan hukum untuk melindungi saksi pelapor tindak 

pidana narkotika kedepannya personil yang ditugaskan untuk 

melindungi saksi atau korban harus mendapat pelatihan dan 



3 
 

pendidikan dalam melindungi saksi sehingga pelapor dapat terlidungi 

dari berbagai ancaman yang bisa mengancam selama persidangan 

perkara pidana itu berjalan 

4. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban haruslah 

menjadi prioritas oleh pihak berwajib karena masyarakat yang harus 

dilindungi memang menjalani proses perlindungan dari pihak 

berwajib. Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di 

tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu 

tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan 

dilindungi oleh kepolisian yang akan menjaga mereka sesuai yang 

ditetapkan oleh undang-undang 
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